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DERTERMINAN KUALITAS OPINI AUDIT BERDASARKAN KELEMAHAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN KETIDAKTAATAN

Abstrak: Determinan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah ditinjau dari Ketidaktaatan
terhadap Regulasi dan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Studi ini hendak menguji
ketidakpatuhan atas regulasi dan kelemahan sistem pengendalian internal terhadap kualitas opini
audit pemerintah daerah. Uji regresi logistik biner dilakukan pada tahun 2014 hingga tahun 2016
terhadap 39 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jumlah amatan terhadap 117 Kota
membuktikan bahwa ketika kelemahan SPl meningkat maka peluang memperoleh opini yang baik
bagi pemerintah daerah akan menurun yang mencerminkan kualitas laporan keuangan yang
rendah. Selanjutnya, ketidakpatuhan pada perundang-undangan bisa saja ditemukan banyak
namun belum tentu temuan tersebut material. Temuan audit kepatuhan juga tidak mempengaruhi
tingkat korupsi sehingga tidak berdampak pada opini audit.

Abstract: Determinant of audit opinion quality based on disobedience and the weakness of
the internal control system. This research aims to prove disobedience of regulation and the
weaknesses of internal control systems on the quality of local government opinion. We used 117
districts/cities in East Java Province from year of 2014-2016. By binary logistic regression, this
research proved if the weaknesses of SPI are increase, the chances of obtaining good opinions for
local governments will decrease. Furthermore, disobedience to legislation may be found in many
but not necessarily material. The compliance audit findings also do not affect the level of corruption
so that it does not significantly affect the quality of financial statements.

Kata kunci: Ketidaktaatan terhadap Regulasi, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Opini BPK.

Tuntuan masyarakat mengenai transparansi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel
mendesak pemerintah menerbitkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan
keuangan dapat diwujudkan melalui perolehan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tuntutan akuntabilitas ini berasal dari banyaknya jumlah penduduk sehingga membuat tekanan
dan pengawasan publik. Hal ini mendorong pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian
intern yang baik. Selain itu, meningkatnya sumber pendapatan daerah juga menuntut peningkatan
pengendalian intern (Yamin & Sutaryo, 2015). Ini berarti, ukuran pemerintah daerah dapat
menyebabkan lemahnya sistem pengendalian intern yang selanjutnya akan berdampak pada opini
audit. Selanjutnya, menurut (Gideon & Tawanda, 2012), opini merupakan cermin dari
pengendalian pemerintahan atas pengelolaan keuangan, yang berarti pula menjadi cerminan atas
akuntabilitas, integritas, legimitasi dan konsep value for money entitas sektor publik (Attah, 2012;
Nwozor, 2011).

Hasil audit dari BPK menunjukkan adanya peningkatan kualitas opini yang diperoleh
pemerintah daerah menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga tahun 2015. Opini WTP
mengalami pada tahun 2015 adalah 47% kemudian meningkat menjadi 58% di tahun 2016. Ini
menunjukkan bahwa hampir separuh entitas pemerintah daerah memperoleh opini WTP. Atas
opini WTP ini, publik masih belum percaya terhadap hasil pemeriksaan BPK. Muncul penilaian
baru bahwa laporan keuangan yang dinilai kewajarannya tidak mencerminkan keadaan
sesungguhnya. Persepsi ini muncul dari banyaknya korupsi yang terungkap (Auliyana, 2017) pada
pemerintah daerah dengan opini WTP.

Penanganan korupsi khususnya pada pemerintah daerah rata-rata mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Hanya tahun 2015 saja yang mengalami penurunan menjadi 9 kasus dari 19
kasus di tahun 2014. Sementara pada tahun 2016 mengalami peningkatan kasus sebanyak 11
kasus dari 10 kasus di tahun 2015. Kasus korupsi pada pemerintah daerah menunjukan relevansi
positif terhadap opini (Albrecht, Malagueno, Holland, & Sanders, 2012; Carlson, Cowen, & Fleming,
2014; Dahlstrom, Lapuente, & Teorell, 2012; Ferraz & Finan, 2011; Modugu & Ohonba, 2012;
Nicholas Charron & Lapuente, 2010; Rongbing & Yuetang, 2010). Masih mengenai opini,
berdasarkan hasil dari pemeriksaan BPK TA 2014, opini di Provinsi Jawa Timur ditemukan
menurun sejak dua tahun sebelumnya, yaitu sebelumnya memperoleh WTP kemudian memperoleh
opini WTP. Opini ini dikaitkan dengan ketidaktaatan terhadap regulasi dan kelemahan sistem
kendali internalnya. Ini berarti, tren peningkatan opini di Jawa Timur tidak sebaik di Provinsi Jawa
lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Perolehan opini WTP TA 2016 di Jawa Timur masih di bawah 80% yaitu 78,9% sementara
Provinsi Jawa Barat, DIY, dan Jawa Tengah lebih dari 85%. Dalam hal opini WDP TA 2016, Jawa




Timur memperoleh 21,1%, berada diatas provinsi tersebut. Opini ini didasarkan atas temuan BPK
yvang secara umum dikaitkan dengan ketidaktaatan terhadap regulasi dan kelemahan sistem
pengendalian internal yang berdampak finansial, seperti menyebabkan kerugian daerah dan
kekurangan penerimaan. Oleh karena itu, pengendalian internal perlu dikelola secara efektif,
sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, mengurangi hilangnya aset, memastikan bahwa
catatan akuntansi disusun tepat waktu dan akurat sehingga laporan keuangan dapat disajikan
secara handal (Brandsma & Schillemans, 2013; James, 2010; Li, Xu, & Zou, 2000; Ncgobo &
Malefane, 2017; Reichborn-Kjennerud, 2013). Atas dasar inilah, kajian tentang kelemahan sistem
pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap regulasi perlu dikembangkan.

Penelitian terkait kelemahan sistem pengendalian internal telah dilakukan oleh (Ncgobo &
Malefane, 2017) menunjukan bahwa jika pemerintah tidak melakukan pengendalian internal
secara efektif dan efisien, sehingga berdampak pada kinerja keseluruhan termasuk perolehan opini
audit. Sementara itu (Liu & Lin, 2012) menyatakan bahwa deteksi audit dari auditor lokal dapat
mendeteksi pelanggarann dan penyimpangan pengeluaran dana pemerintah daerah terhadap
tingkat korupsi yang berdampak pada opini audit. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa
temuan SPl dan ketidaktaatan terhadap regulasi berdampak negatif terhadap penerimaan opini
WTP (Fatimah, Sari, & Rasuli, 2014; Munawar, Nadirsya, & Abdullah, 2016). Ini berarti bahwa jika
sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap undang-undang semakin baik maka
perolehan opini juga akan semakin baik. Sebaliknya, (Budiawan & Purnomo, 2014; Safitri &
Darsono, 2015) tidak berhasil membuktikan kualitas laporan keuangan yang dilihat dari sistem
kontrol internalnya. Audit laporan keuangan keuangan telah berkembang menjadi ukuran yang
produktif untuk menentukan akurasi bagaimana pemerintah daerah telah menggunakan sumber
daya keuangan (Modlin, 2016; Monfardini & Maravic, 2012).

Penelitian-penelitian terkait kualitas laporan keuangan entitas publik telah banyak dilakukan,
namun belum dilakukan secara khusus di Jawa Timur. Padahal dibandingkan dengan provinsi
Jawa lainnya, tren peningkatan opini Jawa Timur tergolong rendah, di bawah 80%. Atau dengan
kata lain, perolehan opini WDP lebih tinggi dibanding provinsi Jawa lainnya. Hal ini memotivasi
peneliti tertarik untuk meneliti kualitas laporan keuangan melalui opini audit. Padahal sebagai
entitas sektor publik, perolehan opini WTP bermaksud untuk menciptakan kepercayaan
masyarakat. (Masyitoh, Wardhani, & Setyanigrum, 2015) menunjukkan bahwa persepsi
masyarakat terkait korupsi pemerintah daerah sangat berelasi dengan opini audit. Oleh karena
itu, efisiensi dan efektivitas audit dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
(Brandsma & Schillemans, 2013; Cabral & Lazzarini, 2014; Ebimobowei & Binaebi, 2013;
Funkhouser, 2011; [jeoma & Sambumbu, 2013). Untuk itu perlu dikembangkan penelitian yang
fokus pada kualitas opini audit pemerintah daerah di Jawa Timur, dikaitkan dengan ketidaktaatan
terhadap regulasi dan kelemahan sistem kendali internal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Cara ini dipilih dengan merujuk pada tujuan
penelitian yang hendak mengonfirmasi teori tentang kualitas opini audit ditinjau dari
ketidaktaatan terhadap regulasi dan kelemahan sistem kendali internal. Data penelitian Tahun
2014, 2015, dan 2016 (semester | maupun semester [I) terkait ketidaktaatan terhadap regulasi dan
kelemahan sistem kendali internal diperoleh dari IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester).
Sumber data tersebut diperoleh website resmi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu
www.surabaya.bpk.go.id. Penelitian ini menggunakan seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur
sebagai cakupan populasi; yang mana laporan keuangannya menjadi objek pemeriksaan oleh BFK
Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 hingga 2016 dan opininya sudah tersedia di
Ikhitsar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Terdapat 39 Kota di Jawa Timur yang menjadi sampel
penelitian sesuai [HPS. Amatan selama tiga tahun audit adalah 2014 hingga 2016. Jadi, total
amatan menjadi 117. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel secara cluster (area)
sampling, karena cluster (area) sampling merupakan metode pemilihan sampel dari jumlah
kelompok dengan jumlah unit yang lebih kecil. Setiap kluster merupakan sub populasi yang
bersama-sama membentuk populasi total (Sumarsono, 2004).

Kualitas laporan keuangan diukur menggunakan opini audit yang diperoleh pemerintah
daerah. Opini audit merupakan ukuran penting yang menunjukkan seberapa mampu pemerintah
daerah menunjukkan akuntabilitasnya kepada publik. Akuntabilitas ini pula yang menjadi
tendensi penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih. Selain itu, akuntabilitas yang baik
mencerminkan good government governance dalam pengelolaan keuangannya (Puspasari &
Suwardi, 2012). Jadi, opini audit merupakan bentuk konkrit akuntabilitas dan komitmen
pemerintah daerah sebagai entitas public atas tuntutan publik. Opini yang baik membuktikan
bahwa pemerintah daerah memapu menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara cermat,
kredibel, dan andal. Mengacu pada (Safitri & Darsono, 2015) kategori variabel dependen dalam




penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu predikat 1 (satu) bagi pemerintah daerah dengan opini WTP
dan pemerintah daerah dengan opini Non-WTP diberi predikat O (nol).

Pengendalian internal tersistem (SPI) menurut Permendagri Nomor 4 tahun 2008 merupakan
komunikasi proses manajemen yang harus dikomunikasikan ke publik berupa capaian kinerja
yang menggambarkan keandalan pelaporan entitas publik, kepatuhan terhadap regulasi serta
sistem kontrol internal yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan. Rancangan atas
SPI untuk pemerintah daerah harus berpedoman pada PP nomor 66 tahun 2008.

Bukan hal yang mudah bagi entitas pemerintah daerah dengan segala kompleksitasnya untuk
menjamin ketepatwaktuan dan keandalan laporan keuangannya tanpa pengendalian internal
tersistem dan terintegrasi (Atmaja W & Probohudono, 2015). Kelemahan pengendalian internal
tersistem diukur berdasarkan temuan yang publikasian BPK untuk setiap pemerintah daerah.
Temuan kelemahan SPl dikategorikan menjadi 3, mencakup sistem akuntansi, sistem kontrol
internal, dan sistem kendali belanja dan anggaran pemerintah daerah. Data ini dihimppun dari
IHPS semester 2014 hingga 2016 (semester 1).

Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dihitung dari jumlah temuan ketidakpatuhan
terhadap perundang-undangan. IHPS mengatribusi penyimpangan atas kepatuhan pada
perundang-undangan menjadi 7, dimulai dari potensi kerugian dan kerugian, kurangnya
penerimaan, dan penyimpangan administrasi. Penelitian ini menggunakan analisis binnary logistic
regression menggunakan software SPSS. Alat ini dipilih dengan mempertimbangkan variabel
dependen merupakan variabel biner atau kategorikal. Dengan kata lain, regresi logistic digunakan
untuk memperoleh gambaran pengaruh ketidaktaatan regulasi dan lemahnya sistem kontrol
internal terhadap kualitas opini audit yang merupakan variabel biner. Penelitian ini mengkategori
variabel dependen (opini) menjadi dua yaitu predikat 1 (satu) bagi pemerintah daerah dengan opini
WTP dan pemerintah daerah dengan opini Non-WTP diberi predikat O (nol). Hal ini sesuai dengan
cara yang digunakan (Safitri & Darsono, 2015). Tidak diperlukan uji normalitas dan dan uji asumsi
klasik dalam regresi logistik (Ghozali, 2011). Model penelitian dimodelkan sebagai berikut,

KLK = By + B, SPI + B, KPU + €

Keterangan:

KLK = Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (diukur melalui opini)
B = Konstanta

SKI = Lemahnya sistem kontrol internal

KPU = Ketidaktaatan pada regulasi

€ = Error

Analisis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi p-value pada derajat a 0,05. Jika p-value
menunjukkan nilai > 0,05, dapat disimpulkan bahwa opini audit pemerintah daerah tidak mampu
dibuktikan berdasarkan ketidaktaatan pada regulasi dan lemahnya kontrol internal sistemik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Deskripsi statistic dapat memberi gambaran melalui pembacaan atas nilai maksimum, sum,
range, varian, standar deviasi, dan nilai rerata {mean) (Ghozali, 2011). Berdasarkan tabel 2 dapat
diketahui bahwa vaiabel dependen (Y) kualitas laporan keuangan yang diukur melalui opini (KLK)
minimum bernilai 0,00 dan maksimum bernilai 1,00 karena variabel tersebut adalah dibentuk
dengan dummy, yaitu 0 (nol) untuk pemerintah deerah yang mendapatkan opini Non-WTP dan 1
(satu) untuk pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP. Kemudian variabel (Kelemahan
Sistem Pengendalian Intern) SPI memiliki mean sebesar 7,62 dengan standar deviasi 3,75, serta
nilai minimun 1,00 berarti temuan kelemahan SPI terendah adalah 1 kasus dan nilai maksimum
18,00 berarti temuan ketidakpatuhan tethadap perundang-undangan sebanyak 18 kasus.
Sedangkan Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan (KPU) memiliki mean sebesar 8,34 dengan
standar deviasi 2,92 serta nilai minimun 3,00 berarti temuan kelemahan KPU terendah adalah 3
kasus dan nilai maksimum 17,00 berarti temuan kelemahan KPU terendah adalah 17 kasus.

Tabel 2. Statistik Deskripsi

N Minimal Maksimal Rerata  Deviasi
KLK 117 ,00 1,00 ,3590 48176
SKI 117 3,00 17,00 8,3419 2,92481

KPU 117 1,00 18,00 7,6239 3,75253




Jumlah N 117

Penilaian Keseluruhan Model Fit (Overall Fit Model)

Penilaian atas overall fit model dapat menggunakan statistik 2 log Likehood atau -2logL. Akan
terdapat perbedaan nilai —-2logLl yang hanya melibatkan konstanta saja dengan -2logL yang
melibatkan konstanta dengan variabel bebas. Jika -2logL yang melibatkan konstanta dengan
variabel bebas bernilai lebih rendah daripada -2logl yang hanya melibatkan konstata saja dapat
membentuk simpulan bahwa banyaknya variabel independen dapat memperbaiki model fit (Ghozali,
2011). Jadi, pada -2logL pada block 0 dan block 1, apabila nilai -2logL pada block 1 lebih besar dari
-2logL pada block 0 maka meodel tersebut merupakan model regresi yang baik.

Tabel 3. Komparasi Nilai dengan -2logL

-2logL Nilai
Block 0 152.761
Block 1 142.590

Berdasarkan tabel 3 nilai -2logl dari block 0 yang awalnya 152,761 menjadi 142,590 pada
block 1, penurunan -2loglL sebesar 10,171 tersebut berarti tambahan variabel bebas ke persamaan
dapat meningkatkan model fit dan juga memperbaiki model regresi (Ghozali, 2011). Ini berarti
model dan data fit (cocok).

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan kemampuan variabel ketidaktaatan
terhadap regulasi dan lemahnya sistem kontrol internal terhadap kualitas opini audit. R2 dalam
regresi logistic dapat dicapai dengan R Square berbentuk Nagelkerke. Model ini memodifikasi
koefisien Snell R dan nilai koefisien Cox sehingga dapat dipastikan nilai variatif dalam rentang nol
hingga satu. Caranya adalah membagi nilai Snell dan nilai Cox dengan nilai maksimalnya. Nilai R
Nagelkerke dianggap baik jika mendekati satu, yang berarti kemampuan menjelaskan variabel
terikat semakin baik.

Tabel 4. Pengujian Determinasi

Nilai Cox dan Nilai
Tahap Nilai -2 Log Snell Nagelkerke
pertama 142,590=2 ,083 ,114

a. Estimasi kurang dari 0,001.

Nilai determinasi dapat dilihat pada tabel 4. Pada tabel tersebut R Square Nagelkerke dari
perhitungan SPSS sebesar 0,114 atau 11,4%. Hal tersebut berarti variabel terikat yaitu KLK dapat
dijelaskan oleh SPI dan KPU (variabel terikat) yaitu secara simultan sebesar 11,4%, sedangkan
sisanya 88,6% dimungkinkan merupakan atribut yang tidak teruji di dalam model.

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model bermaksud menguji apakah variabel bebas memiliki pengaruh terhadap
odds variabel terikat (Gudono, 2015) dan apakah model sesuai dengan data sehingga dapat
dikatakan tidak terdapat perbedaan antara model dengan data atau model fit dengan data. Dalam
regresi logistik biner uji kelayakan model dapat ditentukan dari hasil pengujian Hosmer and
Lemeshow dengan syarat jika nilai signifikansi Hosmer and Lemeshow = 0,05 maka Ho diterima.
Jika signifikansi Hosmer and Lemeshow < 0,05 maka hipotesis ditolak. Dapat disimpulkan model
tidak fit terhadap data.

Tabel 5. Uji Model Fit
Tahapan Chi-square df Signifikansi

[ 9,781 8 281

Hasil uji kelayakan model dalam regresi logistik ditunjukan dengan nilai Lemeshow dan nilai
Hosmer dengan nilai probabilitas penerimaan 0,281. Nilai uji model Fit bernilai diatas 0,05




sehingga model diterima. Disimpulkan bahwa karena model fit dengan data observasinya atau
dikatakan dapat memprediksi model sehingga dapat dilanjutkan untuk dianalisis secara berlanjut.

Classification Table digunakan untuk menguji kekuatan prediksi model dan mengestimasi nilai
yang benar maupun nilai yang kurang benar. Tabel 8 menyajikan bahwa 75 Pemda yang meraih
opini Non-WTP, di prediksi terdapat 9 pemerintah daerah dengan opini WTP dan 66 pemerintah
daerah dengan opini selain WTP dan, dengan presentase kebenaran 88,0% sedangkan dari 42
pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP di prediksi terdapat 30 pemerintah daerah yang
mendapat opini Non-WTP dan 12 pemerintah daerah yang mendapat opini WTP dengam presentase
kebenaran 28,6%. Pada nilai overall percentage membuktikan bahwa ketepatan prediksi model
secara keseluruhan adalah 66,7%. Hasil pengujian tampak sebagai berikut:

Tabel 6. Tabel Klasifikasi

Prediksi
Observasi NON- .
WTP WTP ‘oase penerimaan
NON-WTP 66 9 88
WTP 30 12 28,6
Overall Percentage 66,7

Sebelum menguji model penelitian, dilakukan pembentukan model regresi. Untuk
menghitung dan mengklasifikasi nilai estimasi benar dan salah, disajikan pada prediksi dua kali
dua. Nilai tertera pada baris merepresentasi nilai sesungguhnya yang terobservasi atas variabel
terikat yaitu kualitas laporan keuangan (opini audit) sementara nilai tertera pada kolom merefer
nilai prediksian atas variabel terikat. Semakin baik model maka ketepatan prediksinya akan
semakin mendekati 100%.

Hasil Uji Model

Pembentukan model regresi dilihat dari hasil pengujian variables in the equation yang disajikan
pada tabel 7. Koefisien regresi SPI (X,) bertanda negatif (-0,168), sama seperti koefisien regresi X;,
koefisien regresi KPU (X;) juga bertanda negatif (-0,106). Hal tersebut mengindikasi bahwa
pengaruh SPI dan KPU terhadap KLK bersifat negatif, artinya penurunan kualitas opini audit
merefleksi lemahnya kontrol internal yang tersistem dan ketidaktaatan terhadap regulasi.

Tabel 7. Hasil Uji Model Penelitian

B Sib Wald df Sig. Exp(B)
Step 12 SPI -,168 ,076 4,805 1 ,028 ,846
KPU -,106 ,059 3,186 1 ,074 ,900
Constant 1,553 3T 4,441 1 ,035 4,727

a. Variabel entri dalam persamaan yaitu SPI dan KPU.
Dari tabel variables in the equation dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

KLK = 1,553 + —,168 (SPI) + —,106 (KPU) + £

Keterangan:

KLK = Kualitas LK Pemda yang diukur melalui hasil audit BPK
SPI = Lemahnya Kontrol Internal Tersistem

KPU = Ketidaktaatan regulasi

£ = Error

Nilai koefisen regresi variabel SPI -0,168 dengan p-value sebesar 0,028 dan tingkat signifikansi
a 0,05. Karena probabilitas 0,028 < 5% maka pengujian pertama tidak berhasil ditolak.
Disimpulkan bahwa variabel SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang diukur
melalui opini (KLK). Sedangkan, nilai koefisen regresi pada variabel KPU -0,106 dengan p-value
sebesar 0,074 dan tingkat signifikansi a 5%. Nilai probabilitas 0,074 > 5% maka pengujian kedua
tidak berhasil diterima. Hal tersebut berarti variabel KPU tidak mempengaruhi kualitas
pertanggungjawaban moneter yang diukur melalui opini (KLK).




Pengaruh Lemahnya Kontrol Internal Tersistem pada Kualitas Pertanggungjawaban Moneter
Pemda. Pengujian kesatu menggambarkan lemahnya kontrol internal tersistem berdampak negatif
pada kualitas pertanggungjawaban moneter Pemda (LK Pemda) yang diukur melalui opini (KLK).
Hasil penelitian ini mengonfirmasi hasil telaah empiris (Munawar et al., 2016) dan (Setiyawati,
2016) namun tidak mendukung penelitian (Safitri & Darsono, 2015) dan (Budiawan & Purnomo,
2014).

Hasil uji menunjukkan bahwa lemahnya kontrol internal tersistem (SPI) berelasi negatif pada
kualitas pertanggungjawaban moneter Pemda (LK Pemda). Artinya bahwa semakin rendah temuan
atas lemahnya kontrol internal tersistem, maka opini yang akan diperoleh pemerintah daerah akan
semakin baik. Dengan kata lain, ketika kelemahan SPI di temukan meningkat maka kemungkinan
pemerintah daerah memperoleh opini yang baik akan menurun. Hal tersebut tentu akan
mempengaruhi kualitas laporan keuangan, karena sesuai dengan pernyataan PP tahun 2008
Noemor 60 bahwa kontrol internal tersistem (SPI) dilingkungan Pemda digunakan untuk memenuhi
tuntutan publik memberikan keyakinan yang memadai bahwa Pemda mampu mengelola dan
mempertanggungjawabkan (akuntabel) dalam mengelola aset moneter secara transparan, efektif,
dan efisien.

Ini berarti, sistem pengendalian intern telah berfungsi memberi keyakinan memadai akan
efisiensi dan efektifitas operasi. Sebaliknya, jika sistem pengendalian internal tidak memadai maka
keandalan pelaporan keuangan tidak dapat terpenuhi, laporan keuangan yang disajikan dengan
tidak memadainya SPI menjadikan LK tersebut tidak merepresentasi realitas yang sesungguhnya,
sehingga LK tersebut dapat dikatakan tidak akuntabel. Selaras dengan hal ini, (Elder, Beasley,
Arens, & Jusuf, 2011) menegaskan desain pengendalian internal dimaksudkan untuk memberi
keyakinan memadai akan efisiensi dan efektivitas operasi, derajat LK yang andal, dan ketaatan
pada regulasi.

Mengenai predikat opini WTP pemerintah daerah, (Auliyana, 2017) menyatakan bahwa opini
WTP pemerintah daerah merupakan cara untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap
pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Selain itu, opini yang baik
membuktikan kemampuan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada
publik. Pemeriksaan oleh pihak independen yaitu BPK diperlukan untuk menyatakan pendapat
demi meningkatkan derajat LK Pemda. Dalam konsep agensi, Pemda adalah pihak agen dan
masyarakat merupakan prinsipal, sehingga laporan keuangan yang berkualitas adalah bentuk
pertanggungjawaban pemerintah daerah. Selain itu, laporan keuangan dapat menjadi alat
monitoring bagi masyarakat untuk mengurangi adanya asimetri informasi sehingga dapat
menurunkan adanya kemungkinan penyelewengan atau korupsi dari pihak agent (Setiyawati,
2016). Entitas sektor publik dapat menerapkan konsep keagenan (Bergman & Lane, 1990; Lane,
2002). Bahkan, kebijakan dan komitmen publik dapat dianalisis melalui pendekatan dan rerangka
agen dan prisipal (Lane, 2013).

Ketika temuan terhadap kelemahan SPI meningkat maka peluang untuk medapatkan opini
WTP semakin menurun. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. (Ncgobo & Malefane, 2017) menunjukan bahwa jika pemerintah tidak
melakukan internal kontrol secara efisien dan efektif, selanjutnya mempengaruhi kinerja
keseluruhan pengendalian internal sehingga mempengaruhi opini audit. Kelemahan SPI
mencerminkan besarnya risiko pengendalian, yang terakumulasi dalam peningkatan risiko audit
secara keseluruhan serta menurunkan keandalan laporan keuangan. Namun demikian, opini audit
tetap bergantung pada materialitas.

Lebih lanjut, (Ncgobo & Malefane, 2017) menjelaskan bahwa ketika pengendalian internal
tidak memadai, hal ini dapat menjadi gambaran memungkinkan aset disalahgunakan, keuangan
digunakan tanpa hasil, sumber daya umumnya terbuang dan disalahgunakan, karyawan
berkinerja buruk, catatan tidak disimpan dan sebagaimana mestinya, kegiatan menjadi tidak
efektif. Kegiatan yang tidak efektif membuat instansi publik sulit untuk mencapai tujuan. Lebih
spesifik lagi, (Alfiani, Rahayu, & Nurbaiti, 2017) menjelaskan tidak diperolehnya opini WTP
seringkali disebabkan oleh penataan aset milik negara belum tertib, penyajian belum sesuai SAP,
pengadaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kapabilitas SDM yang lemah.
Namun demikian, kelemahan SPI tidak mempengaruhi opini disklaimer (Sunarsih, 2013).
Banyaknya sumber pendapatan memang meningkatkan masalah pada pengendalian intern
sehingga menuntut penyesuaian atas pengendalian intern yang baik (Yamin & Sutaryo, 2015).
Artinya, tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal
tanpa adanya sistem pengendalian yang baik dan terintegrasi (Atmaja W & Probohudono, 2015).

Pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan terhadap Kualitas LK Pemda. Hasil
uji menunjukkan bahwa secara statistik KPU tidak mempengaruhi kualitas LK yang diukur melalui
opini (KLK). Adapun temuan ketidaktaatan yang dilaporkan BPK antara lain pada pada aspek salah




saji dalam laporan keuangan, aspek efektivitas, aspek efisiensi, aspek ekonomis, sehingga menjadi
penyebab tidak tercapainya penerimaan dan juga aspek indispliner dalam administrasi sehingga
mendorong merugikan Pemda secara potensial yang pada giliran berikutnya juga berdampak
merugikan negara.

SPI juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tahun 2008 Nomor
4 ayat (10) pasal 1 yang mendefinisikan kontrol internal tersistem merupakan sebuah proses yang
diciptakan manajemen agar mampu menyajikan keyakinan yang handal terhadap publik tentang
kinerja mereka secara keseluruhan meliputi andalnya LK Pemda dan ketaatan terhadap regulasi
publik. Andalnya LK Pemda ini sekaligus menjadi cermin pengelolaan aset moneter Pemda secara
efisien dan efektif.

Hasil uji secara statistik ini memang tidak berhasil mendukung temuan empiris (Fatimah et
al., 2014; Munawar et al., 2016; Setiyawati, 2016), namun, secara empiris penelitian ini sejalan
dengan kajian (Alfiani et al., 2017) yang mendeklarasi jumlah temuan audit atas kepatuhan tidak
berpengaruh terhadap opini audit. Menurut (Alfiani et al., 2017) temuan yang tidak material lebih
banyak dibandingkan temuan yang material meskipun terdapat temuan yang sama dari beberapa
tahun sebelumnya, belum tentu temuan tersebut material. Jadi, dapat dikatakan bahwa
ketidakpatuhan pada perundang-undangan bisa saja ditemukan banyak namun belum tentu
temuan ketidakpatuhan tersebut material.

Menurut SPKN (2017) PSP 200 Paragraf A.16 terkait pedoman memeriksa bahwa materialitas
dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap keputusan yang diambil oleh pengguna LK. Materialitas
ini bisa diukur dengan aspek kualitatif dan kuantitatif. Dianggap material jika berpengaruh
terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak berkepentingan baik dari sisi waktu, sifat, serta
cakupan SOP berserta evaluasinya. Namun dalam mempertimbangkan materialitas pemeriksa
harus menggunakan pertimbangan profesional.

Dalam mempertimbangkan materialitas, memang tidak ada ukuran atau standar bakunya,
melainkan terdapat faktor yang patut dipikirkan BPK untuk mengidentifikasi materialitas adalah
pertama aspek derajat kepentingan stakeholder terhadap obyek pemeriksaan seperti LK Pemda.
Stakeholder memiliki derajat kebutuhan yang sangat signifikan akan aspek legal formal serta
taatnya Pemda pada regulasi publik yang berlaku. Kedua, limit dan cakupan materialitas untuk
Pemda biasanya lebih konservatif dibandingkan limit dan cakupan yang diterapkan pada entitas
korporasi dan pihak swasta. Entitas sektor publik sangat rentan terhadap uji legal formal dan
taatnya entitas pada regulasi yang eksis (Anggraini & Praptoyo, 2017). Jumlah temuan audit atas
kepatuhan akan material dan mempengaruhi opini secara signifikan hanya jika temuan itu
mencakup kriteria tersebut, serta telah dipertimbangkan secara profesional oleh BPK selaku
pemeriksa.

Seperti (Abror & Haryanto, 2014) menjelaskan bahwa temuan audit kepatuhan tidak
mempengaruhi tingkat korupsi, dan bahwa kemungkinan pelanggaran tersebut tidak material.
Penelitian (Masyitoh et al., 2015) menyatakan bahwa ketika presepsi korupsi menurun maka
peluang mendapatakan opini meningkat. Sehingga dalam penelitian ini korupsi dapat
dihubungkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah karena jika temuan audit
ketidakpatuhan tidak mempengaruhi tingkat korupsi, maka dalam penelitian ini temuan audit
ketidakpatuhan juga kurang mempengaruhi kualitas LK yang terukur melalui opini.

Temuan kerugian negara akibat ketidakpatuhan atas regulasi dilaporkan sebanyak 7.282
(tujuh ribu duaratus delapan puluh dua) kasus yang bernilai 7 (tujuh) triliun-an (Atmaja W &
Probohudono, 2015). Secara umum, kerugian negara sering disebabkan oleh perbuatan
ketidaksesuaian terhadap hukum sehingga menjadi pertimbangan BPK dalam menerbitkan opini.

Penentuan opini sangat bertumpu pada materialitas. Peningkatan temuan audit atas SPI tidak
selalu berdampak pada buruknya opini yang diperoleh kota/kabupaten, tergantung dari
materialitas/ tidak materialnya temuan audit. Mendukung pernyataan ini, (Sudjono & Hoesada,
2009) menegaskan bahwa tingkat materialitas lebih penting banyaknya temuan. Sebagaimana
hasil penelitian selama tiga tahun berturut-turut di Kota Cirebon, Cimahi, dan Bandung, temuan
audit atas kepemilikan aset tetap tidak mampu mempengaruhi opini disclaimer. Salah satunya
adalah bahwa temuan yang material lebih sedikit dari temuan yang tidak material.

Selain itu, alat ukur temuan audit berupa uji kepatuhan terhadap regulasi dan aturan yang
berlaku, fraud, serta ketidaktaatan yang secara langsung mempengaruhi secara material
penyusunan LK (Alfiani et al., 2017). Dengan demikian hanya jumlah temuan audit yang material
akan dapat mempengaruhi opini secara signifikan. Jadi, meskipun jumlah temuan audit atas
kepatuhan meningkat belum tentu mempengaruhi opini LKPD.

SIMPULAN
Penelitian ini menguji asosiasi lemahnya kontrol internal tersistem (SPI) dan ketidaktaatan
terhadap regulasi atau undang-undang (KPU) yang berlaku pada kualitas LK Pemda yang diwakili




opini BPK pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun IHPS 2012, 2013, 2014.
Temuan secara statistik mengarahkan penelitian ini pada beberapa simpulan seperti dipaparkan
berikut.

Pertama, kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) berelasi negatif pada kualitas LK
Pemda yang diproksi melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya jika entitas sektor
publik seperti Pemda memperoleh opini yang baik atau terdapat peningkatan opini disimpulkan
bahwa kelemahan terkait sistem pengendalian internal akan menurun, dan begitu juga sebaliknya.
Kedua, ketidaktaatan pada regulasi atau aturan yang berlaku (KPU) tidak mempengaruhi kualitas
LK Pemda yang diproksi oleh opini yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya
ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap undang-
undang maka hal tersebut tidak mempengaruhi opini BPK. Hal tersebut mungkin disebabkan
karena tingkat materialitas. Temuan yang tidak material lebih banyak dibandingkan temuan yang
material meskipun terdapat temuan yang sama dari beberapa tahun sebelumnya, belum tentu
temuan tersebut bersifat material. Selain itu menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN) penentuan materialitas dipengaruhi luasnya cakupan pemeriksaan, waktu, sifat, serta
evaluasi outcome sehingga membutuhkan pertimbangan profesional. Kabupaten Indramayu
misalnya memperoleh 8 (delapan) temuan pada tahun 2014 dan 10 temuan pada tahun 2015,
namun tidak menyebabkan menurunnya opini. Tahun 2015, Kabupaten Indramayu meraih opini
WTP setelah sebelumnya memperoleh opini WDP di tahun 2014. Jadi kesimpulannya, jumlah
temuan hasil pemeriksaan atas ketidaktaatan pada regulasi tidak berelasi signifikan pada opini
audit disebabkan tidak materialnya termuan audit di pemerintah daerah.

Peneliti mengakui beberapa keterbatasan dalam tulisan ini. Pertama, variabel kualitas LK
Pemda sebagai yang terikat dalam penelitian yang diwakili oleh opini merupakan variabel dummy,
sehingga hanya mempunyai dua kategoris (biner). Padahal BPK menyatakan bahwa opini dibagi
menjadi empat. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan regresi ordinal agar dapat
mewakili tiap-tiap opini audit. Kedua, nilai angka pemrediksi determinasi yang berfungsi untuk
menjelaskan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel tak bebas berniali rendah
(11,4%) hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas LK yang diwakili oleh opini tidak dapat
dijelaskan seluruhnya oleh variabel kontrol internal tersistem (SPI) dan ketaktaatan pada regulasi
dan aturan yang berlaku (KPU). Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mendekatkan pada variabel
lain yang lebih dekat pada kualitas LK Pemda.
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